
 

 

 

 BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR  8 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN  

NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN 

DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  

DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KLATEN, 

  

Menimbang :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Klaten 

Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa di 

Kabupaten Klaten Tahun 2022, namun dengan 

ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 

190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu 

melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 

46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan 

SALINAN 



dan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Klaten 

Tahun 2022; 

 

Mengingat :   1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3581);  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 



Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 



Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6485);  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang  Pedoman Pembangunan Desa; 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa; 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah Desa; 

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pendampingan Desa; 

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 



dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan 

Usaha Milik Desa; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa; 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 

tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap 

Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa 

Setiap Desa; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang 

Pengelolaan Dana Desa; 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 

tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional; 

27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022; 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 

tentang Pengelolaan Dana Desa; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, 



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218); 

31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2012 tentang 

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat 

di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten 2012 

Nomor 46); 

32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 20); 

33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Klaten 

(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 5); 

34. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2016 Nomor 32); 

35. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2021 Nomor 59); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 



PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 46 TAHUN 2021 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN 

KLATEN TAHUN 2022. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan prioritas Penggunaan Dana 

Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2021 Nomor 70) diubah sebagai berikut: 

1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 6A, Pasal 

6B, Pasal 6C dan Pasal 6D, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6A 

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan 

prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk: 

a. program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa 

minimal 40% (empat puluh persen); 

b. kegiatan bidang katahanan pangan dan hewani minimal 20% (dua puluh 

persen); dan 

c. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di 

Desa minimal 8% (delapan persen). 

(2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. 

 

Pasal 6B 

(1) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A 

ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa 

bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang 

termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem; 

b. kehilangan mata pencaharian; 

c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; 



d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti 

baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan/atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau 

f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. 

(2) Dalam hal keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa 

merupakan petani, Bantuan Langsung Tunai Desa dapat digunakan 

untuk kebutuhan pembelian pupuk. 

(3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa. 

(4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 

memuat : 

a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat; 

b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok 

pekerjaan; dan 

c. jumlah keluarga penerima manfaat. 

(5) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan sebesar Rp 

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan 

bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. 

(6) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima 

manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling 

banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. 

(7) Dalam hal pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedua 

sampai dengan kedua belas lebih besar dari kebutuhan Bantuan 

Langsung Tunai Desa, pembayaran atas selisih kekurangan Bantuan 

Langsung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas 

menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk Bantuan Langsung 

Tunai Desa setiap bulan. 

(8) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan 

kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari 

jumlah keluaga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan 

kesatu. 

(9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak 

memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib 



mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru. 

(10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat 

Bantuan Langsung Tunai Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga 

penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, perubahan dan/atau 

penambahan tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Peraturan 

Kepala Desa. 

 

Pasal 6C 

(1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) huruf b dalam APBDes. 

(2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan 

hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan karakteristik 

dan potensi Desa. 

 

Pasal 6D 

(1) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan 

melalui pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa. 

(2) Pos Komando penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) atau 

pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi : 

a. pencegahan; 

b. penanganan; 

c. pembinaan; dan 

d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) di tingkat Desa. 

(3) Rincian kegiatan pananganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan 

masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan 

fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan 

perundang-undangan. 

(4) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan 

penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6A ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus 

Corona Virus Disease (COVID-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas 

Corona Virus Disease (COVID-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan 

setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan 



penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).  

(5) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas 

Desa. 

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran 

dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. 

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana 

hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari 

Bupati. 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan : 

a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap 

Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; 

b. Tahap II sebesar 40% (empat pulu persen) dari pagu Dana Desa setiap 

Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan 

c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap 

Desa paling cepat bulan Juni. 

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa 

berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan 

: 

a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap 

Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan 

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap 

Desa paling cepat bulan Maret. 

(6) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat 

(5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung 

Tunai Desa selama 12 (dua belas) bulan. 

(7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa 

untuk Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dalam Peraturan 



Presiden Nomor 104 Tahun 2021  tentang Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, maka Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% 

(enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa. 

(8) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 

a dan tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa 

untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

(9) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa 

hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

dalam indeks Desa membangun. 

 

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Kepala Desa 

menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati, secara lengkap dan 

benar dengan ketentuan : 

a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; 

b. Tahap II berupa : 

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 

anggaran 2021; dan 

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap 

I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 

50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran 

menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari 

Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan 

c. Tahap III berupa : 

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 

paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata 

capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh 

puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan 

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 

anggaran 2021. 



(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Kepala Desa 

menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara 

lengkap dan benar, dengan ketentuan :  

a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; dan 

b. Tahap II berupa: 

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 

anggaran 2021; 

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap 

I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 

50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran 

menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari 

Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan 

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 

anggaran 2021. 

(3) Desa yang melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa tahun anggaran 

2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b 

ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai 

dengan bulan kedua belas. 

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, 

huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-

rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa. 

(5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf 

b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, 

sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan 

capaian keluaran. 

 

4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13A 

(1) Dana Desa untuk kebutuhan Bantuan Langsung Tunai Desa termasuk 

untuk Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan: 

a. Penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan 

kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Desa 



menyampaikan: 

1. Peraturan Desa mengenai APBDes; 

2. Data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku 

selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk 

Bantuan Langsung Tunai Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan 

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima 

manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Kepada Bupati; dan 

b. Penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan 

keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan 

ketentuan: 

1. Penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan 

keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Kepala 

Desa menyapaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang 

telah menerima pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa bulan 

kesatu sampai dengan bulan ketiga; 

2. penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai bulan ketujuh 

sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Kepala Desa 

menyampaikan jumlah keluarga penerima manfaat yang telah 

menerima pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa bulan keempat 

sampai dengan bulan keenam; 

3. penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai bulan 

kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah 

Kepala Desa menyampaikan jumlah keluarga penerima manfaat yang 

telah menerima pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa bulan 

ketujuh sampai dengan bulan kesembilan. 

(2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisais jumlah keluarga penerima 

manfaat yang telah menerima pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa 

bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling 

lambat tanggal 16 Desember 2022. 

(3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau 

hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah 

keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari 

kerja berikutnya. 

(4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah 

menerima pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesepuluh 

sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 



menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023. 

(5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah 

keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran Bantuan 

Langsung Tunai Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.  

 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 11 Februari 2022 

 

BUPATI KLATEN,  

Cap 

ttd 

SRI MULYANI 

 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal  11 Februari 2022 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Cap 

ttd 

JAJANG PRIHONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR  8  

Salinan Sesuai dengan Aslinya  

a.n  SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

             Cap 

  ttd 

Sri Rahayu, SH, MHum 

Pembina Tingkat I  

NIP. 19700902 199903 2 001 

 


